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Peta Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Kayong Utara

APL :  138.464 Ha

HP :    83.215 Ha

HL :  75.177 Ha

HPK :    10.141 Ha

KSA/KPA  :  174.887 Ha

(Air)  :  190.945 Ha

Perairan :      3.088 Ha

Dengan luas wilayah sebesar
4568,26 Km2, kawasan hutan dan
perairan Kabupaten Kayong Utara 
terdiri dari :



Sebaran Area Perusahaan Perkebunan Sawit
di Kabupaten Kayong Utara

Terdapat 3 PBS di 
Kabupaten Kayong
Utara 

Luas IUP
(Ha)

1 PT. CIPTA USAHA 
SEJATI 

17.000

2 PT. JALIN VANEO 18.000

3 PT. KALIMANTAN 
AGRO PUSAKA

11.368

*  Kebun Sawit Rakyat masih dalam
proses pemetaan.



KONDISI UMUM PERKEBUNAN DI KAB.KAYONG UTARA 
DATA SEMENTARA TAHUN 2019

➢ Total Luas areal Perkebunan : 55.735 Ha

➢ Total Produksi : 112.485 Ton

No.
JENIS TANAMAN 

(KAB/KOTA)

LUAS AREAL MENURUT KEADAAN 
TANAMAN (Ha) TOTAL JUMLAH RERATA JUMLAH

Tanaman
Muda

Tanaman
Menghasilkan

Tanaman
Tua/Rusak

Areal Produksi Produksi Petani

( Ha ) ( Ton ) (Kg/Ha/Thn) ( KK )

1 KARET 1.116 2.142 412 3.670 3.646 1.702 2.757

2 KELAPA DALAM 1.170 5.917 709 7.796 5.330 901 6.530

3 KELAPA HYBRIDA - 141 76 217 138 979 451

4
KELAPA SAWIT
Perusahaan Sawit

Kebun Rakyat

5.614 37.707 - 46.368 102.866 2.728 5.724

5 KOPI 42 509 92 643 480 943 1.075

6 CENGKEH - 45 5 50 22 489 200

7 PINANG - 17 -
17 

1 - 47

8 ENAU/AREN*) 5 16 - 21 2 125 21

PKS   = 46.368 Ha
KR     =   9.367 Ha

Prod PKS = 102.866 Ton
Prod KR     =      9.619 Ton



Kewenangan Kabupaten dalam Bidang Perkebunan

A. Usaha yang didaftarkan oleh Bupati

• Pasal 5 (Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 
hektar)

• Pasal 6 (Pendaftaran usaha industri pengolahan kelapa sawit kurang dari 5 ton per jam)

Merupakan perizinan menggunakan OSS yang dilaksanakan satu pintu melalui PTSP 

B. Usaha perkebunan yang harus memiliki izin usaha (IUP, IUP B, IUP P ) yang wilayah usahanya
berada dalam satu wilayah kabupaten/kota

Permentan Nomor 98 Tahun 2013 (Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan)

Permentan Nomor 5 Tahun 2019 (Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian)

Inpres Nomor 8 Tahun 2018

Melakukan empat langkah instruksi presiden dalam hal penundaan dan evaluasi perizinan
perkebunan kelapa sawit



Seberapa besar KONTRIBUSI Perkebunan Sawit bagi Daerah di 
Kabupaten Kayong Utara ??

• Pendapatan pajak (PBB, BPHTB)

BPHTB (dibayarkan 1 kali diawal kegiatan usaha)

PBB tahunan

• Penyerapan Tenaga Kerja / lapangan usaha



Masalah dan Ancaman Yang Ditimbulkan dari Adanya Perkebunan 
Sawit di Kabupaten Kayong Utara

• Konflik Lahan antar masyarakat dengan perusahaan

• Infrastruktur jalan yang rusak

• Penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal

• Belum terpenuhinya kewajiban penyerahan plasma bagi masyarakat sesuai
dengan permentan 98 tahun 2013

• Potensi terjadinya degradasi lingkungan di sekitar wilayah perkebunan

• Alih fungsi tanaman perkebunan masyarakat menjadi perkebunan sawit



UPAYA PEMKAB KAYONG UTARA DALAM MENDUKUNG 
PETANI SAWIT  SWADAYA

A. Penataan Kebun Sawit Rakyat
• Penguatan kelembagaan kelompok petani sawit swadaya
• Pembinaan dan Penyuluhan
• Legalitas usaha perkebunan (STDB)
• Fasilitasi pengembangan usaha perkebunan sawit
• Kemitraan dengan perusahaan sekitar
• Pencegahan kebakaran lahan dan upaya konservasi lahan
• Pengawasan dan pengaturan Tata Niaga Hasil Perkebunan , Terutama

TBS Kelapa Sawit melalui Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor
519/DISPANGAN.IV.C/VIII/2019, tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Pembahasan Data Usulan Perhitungan Besarnya Indeks “K” Kabupaten
Kayong Utara yang memiliki tugas:
• Tim melakukan monitoring, Pembinaan dan Pengawasan

pelaksanaan Tata Niaga TBS Kelapa Sawit
• Ikut berperan dalam penetapan harga TBS setiap 2 minggu sekali



B. Melakukan langkah-langkah sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2018 
berupa:

• Sepanjang 2 tahun pelaksanaan Inpres ini Pemkab Kayong
Utara tidak menerbitkan rekomendasi/izin usaha perkebunan
kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa
sawit baru

• Secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir dilakukan
pengumpulan data dan pemetaan atas seluruh area
perkebunan yang diusahakan oleh badan usaha maupun
perorangan untuk melihat peruntukan, luas tanam dan tahun
tanam

• melakukan pengumpulan data dan peta serta verifikasi atas
Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda
Daftar Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

• mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat yang berada
pada kawasan dan diluar kawasan hutan



HAMBATAN DAN KENDALA  PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT       
DI KABUPATEN KAYONG UTARA

A. Eksternal

• Kurangnya informasi dari pekebun tentang adanya rencana
untuk penanaman sawit rakyat

• Penataan ruang yang belum maksimal, mengingat lahan APL
yang relative sempit

• Kelembagaan kelompok yang belum banyak terbentuk

• Kemampuan petani dalam berbudidaya sawit masih rendah

• Permodalan dalam membangun kebun minim

• Kurangnya pemahaman regulasi

B. Internal

• Minimnya tenaga teknis yang ada di Bidang Perkebunan

• Anggaran yang tersedia untuk pembinaan terbatas



UPAYA PEMECAHAN PERSOALAN  PERKEBUNAN SAWIT 
RAKYAT DI KABUPATEN KAYONG UTARA

A. Eksternal

• Meningkatkan intensitas penyuluhan, pembinaan, koordinasi
dengan fihak terkait

• Memberikan arahan penggunaan lahan agar maksimal sesuai
peruntuknnya

• Membentuk kelompok, gabungan kelompok pekebun sawit rakyat

• Memberikan pengenalan budidaya dan pelatihan pekebun sawit

• Fasilitasi bantuan benih sawit dan saprodi

• Penyampaian Informasi, penyuluhan dan up date regulasi

B. Internal

• Rekruitmen tenaga PTT  teknis perkebunan

• Penjadwalan pembinaan dilakukan secara efektif.




